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BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : +OS.Z/ tl $ /261 TAHUN 2Ot7

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEM BERDAYAAN PEREM PUAN
. DANANAKKABUPATENCILACAPTAHUN 2017

BUPATI CILACAP,

bahwa korban kckerasan dalam rumah targga yang sebagian
besar perempuan dan anak harus mendapat perlindungal agar
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancarnan
kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan
derajat dan martabat kemanusiaan;
bahwa dalam rangka untuk menguralgi korban undak
kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Kepurusan Bupati
Cilacap Nomor:465.2 I 373 /29 / Tahun 20Il tentang
Pembentukan Tim Pclayanan Terpadu Korban Tinda]:
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap;
bahwa dengan ditetapkannya Pcraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka
Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 465.2 I 373 I 29 / Tahun
2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anal< Kabupaten
Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga pcrlu
untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembenrukan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kabupaten Cilacap Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor l3 Tahun lgSO tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa
Tengah (Bcrita Ncgara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42],;
Unrleng-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun lgTg
Nomor 32, Tambahar: Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun l9g4 tentang pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
-I:1..d3p Wanita (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun1984 Nomor 29, Tambahan - Le mbaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 3277);

I



ME},{UTUSIGN:
Menetapkal :

KESATU : M.encabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati
Cilacap Nomor : 465.2 / 373 / 29 / Tahun 20ll rentang
Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap.
Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan
$an Anak Kabupatcn Cilacap Tahun 2OlZ, yang susunan
K€anggotaannya sebagaimana terctrnrLlm dalam la.mpiran I
Keputusa-n ini.

KEDUA

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembatan Negara Republik Indonesia Talun 2002
Nomor 109, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 20 14 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tcntang Perlindungan
Anak (lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 I 9);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Salsi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia TaIun
2006 Nomor 64, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3I Tahun 2014 tentang Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban (Lcrnbaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2O14
Nomor 293, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5602);

8. Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraruran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lcmbaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lcmbaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 132);

10. Pcraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (kmbaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tarnbahan lrmbaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134);



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tugas Pusat Pelayanar Tcrpadu Pcmberdayaan Perempuan dan
Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam
l,ampiran II Kcputusan ini.

Guna mendukung pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud
Dikrum KETIGA, dibentuk Sekretariat Tetap Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Percmpuan dan Anak serta Anggota
Jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak Kabupatcn Cilacap, sebagaimana tcrcanrum dalam l,ampiran
III dan IV Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pelayanan Tcrpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU, harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar
layanan terpadu korban tindak kekerasan terhadap perempuan
dan ana-k di Kabupaten Cilacap dan mekanisme pelayanan korban
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anal< di Kabupaten
Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggat 'l R 2ntz

UP I[.ACAP,

PAMUJI
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI CII.ACAP
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN CIIICAP TAHUN
2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PEI.AYANAN TERPADU PEMBERDAYAA N
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN CII.ACAP TAHUN 2OI7

KEDUDUTGN DAI.AM
PUSAT PELAYANAN

3
Pelindung
Pelindung
Pelindung
Pelindung
Pelindung
Pelindung
Pelindung
Pelindung
Pelindung
Penasehat
Pcnasehat

Penasehar
Penasehal
Penaseha t

Penasehat
Penasehat
Penaseha t

Penasehat
Penasehat

Penaseha t

Penaseha t

Penaseha r

Penasehar

Penasehat

Penaseha r

Penasehar

Penaseha t
Pcnaschat

: a6s.2lll g tzapmuN 20l7

1.

2.
3.

5.
6.
.7

8.
9.
10.
11.

L2,
13.
14.

15.
16.
L7.

18.
19.

20.

21.

,a

'42

24.

25.

26.

NO. JABATAN DAI.AM KEDINASAN /
ORGANISASI LEMBAGA

L a

Bupati Cilacap
Kepala Kepolisia-n Resor Cilacap
Komandaa Kodim 0703 Cilacap
Komandan L,anal Cilacap
Kepala Kcjaksaan Ncgcri Cilacap
Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas I B
Ketua Pengadilan Agama Cilacap Kelas I A
Ketua DPRD Kabupatcn Cilacap
Wakil Bupati Cilacap
Sckretaris Daerah Kabupaten Cilacap
Kepala Kaltor Kementerian Agama Kabupaten
Cilacap
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap
Inspektur Kabupaten Cilacap
Kepala Dinas Pendidikan darl Kebudayaan
Kabupaten Cilacap
Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Cilacap
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap
Kepala Safuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cilacap
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap
Kcpala Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cilacap
Kepala Dinas Pemuda, OIah Raga dan Pariwisata
Kabupaten Cilacap
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaralat dan Desa
Kabupaten Cilacap
Kepala Dinas Ketenagakedaarr dan perindustrian
Kabupaten Cilacap
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cilacap
Kepala Badan Perencanaan pemba.ngunan,
Penelitian_dan Pengcmbangan Daerah IGb. Cilacap
Kepala Badan Kepegawaian, pcndidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Kabupaten Cilacap
Kepa.la Pelalsana Badan pen
p,aerah Kabupaten Cilacap
Direktur Rumah Sakit Umum
Dircktur Rumah Sakit Umurn

anggulangan Bencana

Daerah Cilacap
Dacrah Majcnang

2A.
29.

Penaseha t



J

Pembina

Kctua
Wakil Ketua
Sekretan s

Bcndaharr'

Koordina ior

Anggota
Anggota

Anggota
Anggota
Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

Koordina tr> r
Anggour
Anggota

Anggot:r

Anggota

Anggo ta

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
Anggota

Anggottr
Anggot;r

I

,

I

5

6

7
8

9.
10.
11.

1a

13.

15.
16.

14.

1 c

II. BIDANG PENGADUAN DAN PELAYANAN
Kanit PeLayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada
Kepolisian Resor Cilacap
Kabid Pelayanan pada RSUD Cilacap
IGbid Pemberdayaan Percmpuan pada Dinas KB, PP
dan P.A Kabupatcn Cilacap.
Supervisor pada RSUD Cilacap
Psikolog pada RSUD Majenang
Kasi Perlindungan Anak pada Dinas KB, PP dan PA
Kabupaten Cilacap
Kasi Rehabilitasi pada BPBD Kabupaten Cilacap
Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan
Kcpegawaian, Pcndidil<an dan Pelatihan Dacralr
Kabupatcn Cilacap.
Kctua DPC GRANAT Cilacap

III. BIDANG PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI
SUB BIDANG PENDAMPINGAN
Jaksa F\ngsional pada Kejal<saan Negeri Cilacap
Hakirn Utama Muda pada Pengadilan Negeri Cilacap
Kelas I B
Hakim Utama pada Pengadilan Agama Cilacap
Kelas I A
Kasi'Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada Dinas
Pendidilan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
Kasi Penempatan Tcnaga Kerja dan Perluasan Tenaga
IGrja pada Dinas Ketcnag;rkeg'aan dan Pcrindustrian
Kabupaten Cilacap
Kasubsi Komunikasi pada Kantor Imigrasi
Kelas II Cilacap.
Sekretaris Tim Pelaksana Rumah Perlindungan dan
Trauma Center (RPTC) pada Dinas Sosial Kabupaten
Cilacap
Wakil Ketua Badan Penasehat, pembinaan dan
Pelestarian Pcrkawinan (Bp4) pada Kanror
Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
Direktur Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap
5"9u Himpunan Psikologi Indonesia (HIMpSI)
Barlingmascakeb
Ketua PD SALIMAH Kabupaten Cilacap.
Sekr-.e_taris Cabang Koalisi perempuan Indonesia
(KPI) Kabupaten Cilacap

-____)

L7.

18.

19.

20.

.2L.

c.)

23.
24.

25.
26.

I. PEIIKSANA HARIAN
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ra.kyat
Sekda IGbupatcn Cilacap
.Kcpala Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap
Kasat Reskrirn Polrcs Cilacap
Kabid Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada
Dinas KB, PP dan PA Kabupatcn Cilacap.
Pclaksana Peda Dinas KB, PP dan PA Kabupaten
Cilacap



I )

27.

zlj,

,o

30.

31.

32.

33.

37.

J6.

4L,

42.

43.

46.

47.

48.

49.

34

35.
36.

39.
40.

44.
45.

SUB BIDANG ADVOI(ASI

Kasi Jaminan Kcschatan dan Manajemen Muru
Pclayanan Kcschatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Cilacap
Hakim Utama Muda pada Pcngadilan Agama Cilacap
Kelas I A
Kctua Panitcra pada Pcngadilan Negeri Cilacap Kelas I
B
Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian
Hukum Setda Kabupatcn Cilacap
Ibsi Pembinaan Narapidana I Ar.ak Didik dan
Kegiatan Kerja pada LAPAS Kelas II Cilacap
Kasi Pcngarusutamaan Gcndcr dan Perlindungan
Perempuan pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten
Cilacap
Sekrctaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
Kabupaten Cilacap
Dire\rur STIKES Al Irsyad Al Islamilryah Kabupaten
Cilacap
Direlctur Politeknik Negeri Cilacap
LBH Perisai Kcbenaran Pcrwakilan Cilacap

IV. BIDANG INFORMASI DAN KEHUMASAN

Kabid Pcngelolaan Informasi dan Pengembangan
Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan
Informarika Kabupaten Cilacap
Kabid Pengendalian Pcnduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten
Cilacap
Jaksa Fungsional pada Kejal<saan Ncgeri Cilacap
IGsubbag Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian
Humas dan Protokol Sctda Kabupaten Cilacap
Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
pada Dinas Kcpendudulcan dan Pcncatatan Sipil
I'.abupaten Cilacap
Ketua Bidang Humas Gabungan Organisasi Wanita
(GOW) Ihbupatcn Cilacap
Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten
Cilacap
Ketua PD Aisfah Kabupaten Cilacap
Ketua Gcral<an Pramuka Kwartir Cabang I l0l
Cilacap

V. BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial
Kabupaten Cilacap
IGsi Pcningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas
KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap
Kasubbag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra
Setda Kabupaten Cilacap
Kasi Pengembanga-n Sosial Budaya dan Kelembagaan
Dcsa pada Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupatcn Cilacap

J

Anggotr,

Anggota

Anggota

Anggota

Anggotr,

Anggota

Anggota

Anggota
Anggota

Koordina t, . r

Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

Anggot..r

Anggota

Anggota
Anggota

Koordina rr: r

Anggot.,

Anggota

Koordina t,-'r

Anggot- 
i



J)1

50.

51.

52

53.

54.

55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
7t.
72.
1.,

74.

75.
76.
77.
78.
79.

Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyrrluhan pada
Satuar Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
Kenra Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap

VI, BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Ihsubbid Kependudukan dan Desa pada Badan
Pcrencanaan Pembangunan, Pcnclitian dan
Pcngembangan Daerah Kabupaten Cilacap
Kasubbid Pcnanganan Masalah Sosial
Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik lhbupate n Cilacap
Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas
Pcrhubungan Kabupaten Cilacap
Ketua Forum Anak Cilacap (FORACI) Kabupaten
Cilacap

VII. KOORDINATOR WII.AYAH
Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah JerukJegi

Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Cilacap U tara
Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Cilacap Tengah
Koordinator PLKB/ PKB Kecamatan Cilacap Selaan
Koordinator PLKB/ PKB Kecamatan Kawunganten
Koordinator PLKB/ PKB Kecamatan Kesugihan
Koordinator PLKB/PKB Kccamatan Kampung Laut
Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Sidareja

Koordinator PLKB/ PKB Kecamatan Bantarsari
Koordinator PLKB/ PKB Kecamatan Gandrungmangu
Koordinator PLKB/PKB Kecamatan Cipari
Koordinaror PLKB/ PKB Kecamatan Kedungreja
Koordinator PLKB/ PKB Kecamatan Patimuan
Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Majenang

Koordinator PLI<B I PKB Kecamatan Dayeuhluhur
Koordinator PLKB / PKB Kecamatan Wanareja
Koordinator PLI<B / PKB Kecamatan Cimanggu
Koordinator PLI<B I PKB Kecamatan Karangpucung
Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Wilayah Kroya

Koordinator PLI<B / PKB Kecamatan
Koordinator PLI<B I PKB Kecamatan
Koordinator PLKB / PKB Kecamatan
Koordinator PLKB I PKB Kecamatan
Koordinatqr PLY'B I PKB Kecamatan

Nusawungu
Binangun
Maos
Adipala
Sampang

Korwil Eks Kotip
dan Distrik Cilacap

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Korwil Eks Distrik
Sidareja

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Korwil Eks Distrik
Majenang

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Korwil Eks Distrik
Kroya

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggora

Anggota

Anggota

Koordinator

Anggota

Anggota

Anggota

PAMUJI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMoR :46s.211 ) R /26|TAHUN 20l7
TENTANG 

.CLU

PEMBENTUKAN PUSAT PEIIYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN
2017

TUGAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN CILACAP TAHUN 20I7

Ketua a. Bertanggungjawab atas kelancaran pelayanan;
b. Membina hubungan dengan pihak tcrkait;
c. Mengkoordinasikan kasus-kasus dengan pihak

terkait;
d. Mengkoordinasikan kegiatan antar bidang.

Sekretaris a. Mengelola tugas administrasi dan tata laksana;
b. Membantu petugas Medis dan Non Medis dalam

Pembuatan Berita Acara dan Pelaporan;
c. Membuat Laporan Tahunal.

a. Mengelola keuangan baik uang masuk maupun
uang keluar sebagai penerimaan dan
Pembayaran;

b. Membuat laporan rutin bulanan dan tahunan
sebagai pertanggungjawaban kcpada Bupati
Cilacap.

Bidaag Pengaduan
dan Pelayanan

a. Menerima pengaduan, me ngkoordinasikan
kepada Anggota P2TP2A sesuai kebutuhan /
keadaan korban, serta mcmberikan pelayanan
kepada korban tindak kekerasan;

b. Menyediakan tempat arnar sementara untuk
menenangkan korban;

c. Membantu Petugas Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten dalam hal pelayanan
kebutuhan khusus perempuan dan anak
korban bencana;

d. Menyelenggarakan Ttwaumatic Center bagr
perempuan dan anak korban bcncana yang
memerlukan.

NO. JABATAN URAIAN TUGAS
I c J

I

Walcil Ketua a. Bekerjasama dengan Kerua dalarn mengelola
kelancaran layanan melalui Bida-ng Pcngadual
dan Pelayanan, Bidang Advokasi dan
Pendampingan;

b. Bekeg'asama dengan Ketua dalam mengelola
kelancaran layanan melalui Bidang Informasi
dan Kehumasan, Bidang Penelitian dan
Pengembangan;

c. Bertindak sebagai Ketua dalam hal Ketua
berhalangan.

3

4

5

Bendahara

c



1 a

Bidang
Pendampingan
Advokasi

dan
a. Mendampingi perempuan dan anak yang

menjadi korban kekerasan selama dalam
pelayanan kesehatan, banruan hukum,
pelayanan administrasi, pelayanan fisik,
pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan,
konsultasi psikologis, serta memberikan solusi
terbaik yang memungkinkan perempuan dan
anak merasa nyaman;

b. Mendampingi dan memberikan bantuan
hukum kepada anak yang berhadapan dengan
hukum.

7 Bidang Informasi dan
Kehumasan

Bidang Pembinaaa
dan Pemberdayaan

a. Mcmberikan pembinaan dan monitoring bagi
korban tindak kekerasan yang kasusnya telah
dinyatakan selesai;

b. Memfasilitasi peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak korban kekerasan
maupun korban bencana dengan memberikan
pelayanan, pengetahuan dan keterampilan di
bidang pendidikan, kesehatan, hukum dan
ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan
korban maupun keluarga korban.

9

10. Koordipator Wilayah a. Membantu membuat sistem pencatatan dan
pclaporan diwilayahnya sesuai dengan
ketentuan yang telah ada;

b. Membuat laporan setiap kejadian dan
meiaporkan keY2TP2A di Tingkat Kabupaten;

c. Mensosialisasikan program-prograrn baru yang
ada di P2TP2A di wilayahnya.

a. Membantu mencegah timbulnya kekerasan
terhadap perempuan dan anal< di masyarakat
'dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan
hukum serta penyadaran mengenai masalah
kekerasan terhadap perempuan dan keadilan
gender;

b. Mcngembangkan kemitraan dan jaringan ke{a
antar lembaga, organisasi perempuan dan
masyarakat.

a. Mengevaluasi dan meneliti kasus kekerasan
berbasis gender yang teq'adi serta upaya yang
dilakukan agar kasus tersebut tidak sering
terjadi;

b. Mengusulkan rancangan aturan hukum yang
berkenaan dengan upaya-upaya perlindungan
perempuan dan anak.

PTIC

PAMUJI

6.

Bidang Penelitian dan :

Pengemba.rrgan



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI CII.ACAP
NOMOR | 46s.2/?28126/TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUIGN PUSAT PEL"{YANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN CII.ACAP TAHUN
2017

SEKRETARIAT TETAP PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK I(ABUPATEN CILACAPTAHUN 20I7

CAP,

PAMUJI

NO. JABATAN DA["{M KEDINASAN
KEDUDUKAN DAI.AM

SEKRETARIAT

l.
2.

3

o

6

7

8

Kcrua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada
Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap
Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas KB, PP
dan PA Kabupaten Cilacap
Kepala Seksi Peningkatan Kua.litas Hidup Anak
pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap
Kepala Seksi Pcngarusutamaan Gender dan
Perlindungan Perempuan pada Dinas KB, PP dan
PA Kabupaten Cilacap
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan pada Dinas KB, PP darn PA Kabupaten
Cilacap
Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada
Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap
Pelaksana Administrasi pada Dinas KB, PP dan PA
Kabupaten Cilacap yang dirunjuk 3 (tiga) orang



LAIVIPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOI,IOR : a65.21 ,) ? Al26/TAHUN 20 17
TEIiTANG .. L U

PEIv1BENTUKAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN
2017

i t'tRir
Il--

MA DINAS/ INSN\NSI
LEMBAGA ANCGOTA

JARINGAN
TUCAS DALAM JARINGAN

2 J

I(epolisian Resor Cilar:ap a Menrndaklanjuti dan segera melakukan
Penyelidil:an dan Penyidikan setelah
menBeEnui atai' menerima Laporan I
Pengaduan tentang terjadinya Tindak Pidana
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
Memberikan perlindungan sementara pada
Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak, bekerjasama dengan Tenaga
Kesehatan, Pekerja Sosial, Relawan
Per:clampir-rg dan / atau Pembimbing Rohani
untuk mendampingi Korban;
Mengkcrordinir dan memberikan bantuan
Teknis Penyidika;r kepada Penyidik Polsek
Jajaran Kepolisiau Resort Cilacap dalam
rangka penanganan Tindak Pidana Kekerasan
terhadao Perempuan dan Anak;
Berkoordinasi dengan pihak Ke.;aksaan unruk
dapat rnerrindak pelaku berdasarkan pasal
yiurg sesuai dengan modus operandi yang
dilakukan;
Penyidik mcnyerahkan dan
nrengkoordinasikan hasil penyidikan kepada
Penurrtut Unrum unruk dipelajari dan direliti
apakah hasil penvidikan sudah lengkap arau
belum;
ll{e mberikan pengarahan kepada korban
akan halinya mendapatkan keadilan;
Memberikan prioritas, kemudahan danbantuan dalam penanganan Tindak
Kekcrasar, ,-erhadap perempuan dan anak,
tcrmasuk pclayanan dokumen-dokumen yang
iiperlukan.

b

c

d

I

Kejaksaan Negeri Ciir rcap Ir{cmbe;ikan petunjuk/per
/konsulrasi kepada p
mrrngkin ridakny r suaru
terhadap perempr...an dan
Pengaditan;

timbangan/arahan
ihak Kepolisian,
kasus kekerasan

anak diperiksa di

DAFTAR ANCGOTA JARI]\CAN PUSAT PELAYANAN TURPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN CILACAP TAHUN 20I7
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3 a. Mengeluarkan surat penetapan pcrlindungan
bagi korban kekerasan dan anggota kcluarga
lainnya atas permohonan Kepolisian;

b. Mcmberikan informasi kepada Hakim
mengenai kasus yang te{adi scbagai bahan
pertimbangan dalam menyelesaikan pcrkara,
sehingga diharapkan dapat menjatuhkan
putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi
korban;

c. Memberikan prioritas, kemudahan dan
bantuan dalam penang.rnan tindal:
kekerasan terhadap perempuan dan alak,
termasuk pelayanan dokumen-dokumen yang
diperlukan.

a. Memberikan informasi dan bantuan kepada
korban yang mengurus perceraian dalam
menyelesaian perkara sehingga diharapkan
dapat memberikan rasa keadilan dalam
memutuskan perkara;

b. Membe rikan prioritas penyelesaian
permasalahan korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga (KDRT), apabila keputusan
tcrpaksa harus bercerai;

c. Membantu untuk dapat memenuhi hak-
haknya korban Kekerasar dalam Rumah
Tangga (KDRT) pasca purusan, rermasuk
permasalahan hadhonah (pemeliharaan /
pengasuhan anak).

a. Mernberika n penyelesaian masalah korban

4

I
.)

b. Memberikan pe tunj uk/ pertimbangan / arahan
/konsultasi kepada pihak Kepolisian pasal-
pasal mana yang dapat diterapkan tcrhadap

' pelaku;
c. Memberikan prioritas, kemudahan dan

bantuan dalam penanganan Tindal<
Kekerasan terhadap perempu:rn dan anal<,
termasuk pelayanan dokumcn-dokumen yarg
diperlukan.

Pengadilan
Cilacap Kelas I B

Agama

5 i(antor Kementerian
Agama Kab. Cilacap

Bertanggungjawab menyiapkan renaga
Rohaniaw'an yang akan mcmberikan penguatan
dari segi Keagamaan.

Lembaga
Pemasyarakatan Cilacap

Membcrikan kemudahan dan bantuan dalam
pen.rnganan terkait kasus dengan pelaku anak
( anak yang berkonflik dengan hukum ) sehingga
anak tetap mendapatkan perlakuarr secar"
manusiawi, termasuk pelayanan dokumen-
dokumen yang diperlukan.

7 ektorat Kab. Cilacap
BKPPD Kab. Cilacap

Insp
dan kekerasan yang dialami oleh seorang pNS /Istri PNS;

Negeri

Pengadilan
Cilacap Kelas I A

6.



1 2 3

b. Memberikan informasi / perkembangan
kasus yang telah ditangani kepada korban;

c. Membantu memberikan hak-hak korban
kekerasan yang dialami oleh PNS / Istri PNS;

d. Memberikan prioritas, kemudahan dan
bantuan penanganan Tindal< Kekerasan
terhadap PNS / Istri PNS termasuk
pelayanan dokumcn-dokumcn yang
diperlukan.

8 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Cilacap

9 a. Mengkoordinir Tim Kesehatan (Sarana
Pelayanan baik milik Pemerintah maupun
Swasta) untuk pelayanan dan pemeriksaan;

b. Pelayanan Visum Et Reperrum (V.E.R) scsuai
kemampuan, scrta memfasilitasi Konsultasi
Perempuan dan Anal< korban kekerasan;

c. Bertanggungjawab atas terlaksananya Sistem
Rujukan bagi korban kekerasan sesuai
dengan Tingkat Kegawatan.

Dinas Kesehatan Kab.
Cilacap

Dinas Sosial Kab. Cilacap
dan RPTC pada Dinas
Sosial Kab. Cilacap

Ketenagakerjaan
dan Perindustriaa Kab.
Ciiacap

Dinas

a. Menyiapkan Guru Bimbingan Konseling /
Ke sisrvaan sebagai Pendamping dan
memberikan bantuan / kcmudahar /
dispensasi bagi siswa / siswi yang mengalami
kekerasan / permasalahan lainnya;

b. Mcmbantu menyelesaikan persoalal yang
berkaitan dengan pendidikan dan' 
keberlangsungan pendidikan kepada korban.

Mengkoordinir dan menyiapkan mediasi b"g,
Buruh Migran atau keluarga Buruh
maupun
kekerasan.

Migran
korbanDomestik yang menjadi

10. a. Pemberian layanan segera bagi korban yang
mengalami Tindak Kekerasan dan Perlakuan
salah;

b. Memberikan perlindungan dari ancaman /
intimidasi;

c. Pemulihan kondisi mental anal< akibat
tekanan dan trauma;

d. Mcngupayakan sarana dan prasarana untuk
rumah aman Ghrlter) yang sesuai dengan
Standar Prosedur layanan kepada korban;

e. Pengiriman / merujuk korban unruk
mendapatkan Rehabilitasi ke panri-panti
yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten
Cilacap;

f. Menyiapkan pendamping bagi korban yang
membutuhkan selama pelaksanaan layalan
baik di dalam maupun di luar rumah aman;

g. Penyatuan kembali ana_k pada keluarga asli,
keluarga pengganti atau lembaga lain;

11.



i 2

a. Mengkoordinir dan memfasilitasi pelayanart
terhadap Korban Kekerasan;

b. Mendata, menganalisis, me ngevaluasi dan
rnelaporkan kasus kekerasan yang tedadi;

c. Memfasilitasi peningkatan pcmberdayaart
ekonomi bagi korban kekerasan.

1a Dinas KB, PP dan PA
Kab. Ciiacap

14.

Satpol PP Kab. Ciiacap
dan Dinas Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata
Kab. Cilacap

RSUD Cilacap
RSUD Majenang

Bagran Kesra Setda Kab.
Cilacap

16. Badan
Pembinaan
Pelestarian
(BP-4)

Penasehat
dan

Perkawinan

17. Komisi Penanggulangan
ArDS (KPA )

a. Mcmfasilitasi pelayanan terhadap Korban
Kekcrasan Seksual yang bcrisiko terinfeksi
HIV dan AIDS;

b. Memberikan informasi kepada masyarakat
tentang Bahaya HIV dan AIDS secara
berkelanju tan.

18. LBH Perisai Kebenaran

13. a. Melakukan upaya prcventif dalam
meminimalisir wilayah rawan / berpotensi
<iijadikan tempat melakukan perbuatan
asusila;

b. Melakukan monitoring tempat wisata yang
berpotensi disalahgunakan unruk mclakukan
perbuatan asusila.

a. Bcrtanggungiawab atas tersedianya
pelayanan Medis untuk korban Kekerasal
Perempuan dan Anak;

b. Bertanggungjawab atas terbitnya V.E.R
sesuai dengan Permintaan Kepolisian;

c. Bertanggungjawab atas tersedianya Psikolog
/ Psikiater untuk melakukaa Konscling dan
Terapi Korban Kekerasan;

d. Memberikan prioritas, kemudahan dan
bantuan dalam penanganan Tindak
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anal,
termasuk pelayanan dokumen-dokumen yang
diperlukan.

a. Memberikan informasi sistem pelayanan;
b: Menerima dan menyalurkan keluhan atas

kualitas pelayanan.

Bertanggungjawa b menyiapkar tenaga p€tugas
layanan yang akan membe rikan penguatan
permasalahan Rumah Tangga.

a. Melakukan pendampingan hukum kepada
korban mulai korban melapor sampai ke
Tingkat Pengadilan;

b. Memberikan informasi kepada SETIAP
PTV2A terkait dengan perkembangan kasus,

, tcrhadap kasus yang didampingi dan tclat! di
proses secara hukum di Pengadilan.

dan

15.
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a. Memberikan informasi kepada Mahasiswa /
Mahasiswi tentang Penghapusan Kekerasan
Berbasis Gender;

b. Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi
pelayanan terhadap korban kekerasan yang
melibatkan Mahasiswa / Mahasiswi, tcrmasuk
melaksanakan mediasi bagi korban kekerasan
sesuai dengan kebutuhan;

c. Menyediakan sarana prasarana unruk
pelayanan konsultasi bagr Mahasiswa /
Mdhasiswi.

19. Akbid Graha Mandiri,
Stikes Al Irsyad Al
Islamiyyah dan
Politeknik Negeri

on Pekeda Sosial,
Organisasi Masyarakat
dan Gerakan Pramuka
Kwartir Cabang 1 l0 I

a. Pendampingan korban;
b. Bertindak sebagai konselor;
c. Melakukan kunjungan ke Rumah Korban;
d. Melakukan pemantauan korban sclama dan

sesudah perawatan di Rumah Sakit;
e. Melakukan Sosialisasi tentang Kekerasan

Berbasis Gender serta Produk-Produk Hukum
Pcrlindungan Perempuan dan Anak.

a. Mcngupayakan tersedianya Psikolog
meiakukan Konseling dan Terapi
Kekcrasan secara bertahap;

b. Memfasilitasi pelayanan terhadap
Kekerasan yang memburuhkan
Psikologi.

unruk
Korban

Korban
layanan

21. Himpunan Psikologi
Indonesia (HIMPSI)

? a
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LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI CII.ACAP
NoMoR :46s.2/22 B tzon,.HuN 2oI7
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK }ABUPATEN CII.ACAP TAHUN
2017

PRINSIP.PRINSIP DASAR LAYANAN TERPADU
KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

KABUPATEN CILACAP

Asas Tidak Mengadili (Non Judgement) :

Korban kekerasan bukanlah pelaku, sehingga ia tidak boleh dipcrsa.lahkan
sama sekali atas kekerasan yang dialaminya.

Membangun Hubungan yang Setara (Egalitefi
Korban :

antara Pendamping dan

Korban kekerasan diperlakukan sebagai sesama manusia dengar cara
menghormatinya sebagai manusia.

Asas Pengambilan Keputusan Sendiri :

Korban kekerasan adalah orang yang paling tahu akan penderitaan yang
dialaminya, sehingga korban perlu dibantu dalam mcngambil kepurusan yang
paling tepat untuk dirinya sendiri.

Asas Pemberd ayaan (Empouerment) i

Setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban yang
didampinginya, sehingga akhirnya ia mampu bangkit dari pcndcritaan yang
dialaminya.

TI CI
P

o
I.J

I
[t--

qi

TA O PAMUJI

C1 L AC



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUP4TIPILACA
NoMoR : 465.21 I / t!26|r^ttuN 2ot7
TENTANG
PEMtsET{TTJKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN CII.ACAP TAHUN 2OI7

Kcterangan:

MEKANISME PEIAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CILACAP

. Jalur Pclaporan CAP,
a

P\)

Kasus Kekerasan
Teriadi

TIM DESA / KELURAHAN :

- Kepala Desa / Perangkat Desa
- Babinkamtibmas, Babinsa, TP PKK Desa, Karangtaruna

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda,
Tokoh Perempuan, Ormas / LSM.

DESA / KELURAHAN

TINGKAT / WILAYAH
PENANGANAN KORBAN

TIM lNTl : Polres, RSUD, Pengadilan Negcri, Kejaksaan Negeri,
DINAS KB, PP dan PA Kab. Cilacap, Tcknis ( Psikolog / Psikater,
Rohaniwan, LBH, RffC, Ormas / LSM ).
TIM PENUNJANG : Xetua / AngSota Bidang Jaringan Pelayanan
Korban Tindak Kckerasan Terhadap Perempuan dan Anak

KECAMATAN

XAB U PATE N TI [,I KAAUPATEN

+..
TIM KECAMATAN :

- UPT. DINAS KB, PPdan PA
- Kasi Trantib
- Polsek
- U['f. Puskesmas

Perlindungan Korban dan Saksi
Penanganan Mcdis ( Fisik / Psikis I
Pelayanan Rohani
Lapor jika butuh penanganan lcbih
lanjut (apabila korban menghendaki |!

l. Pcrlindungan Korban dan Salsi
2. Penanganan Medis ( Fisik / Psikis )

3. Pelayanan Rohani
4. Visum Et Repertum ( V.E.R I

5. Laporjika butuh penanganan lcbih

" lanjut (apabila korban menghendaki I

l. Perlindungan Korban dan Saksi
2. Pcnanganan Mcdis ( Fisik / Psikis I

3. Pelayanan Rohani
4. Visum Et Repertum (V.E.R l
5. Pendampingan Hukum

TINDAKAN

I
2
3
,1

i

ciL
^q

AMUJI

UNSUR TERKAIT YANG TERLIBAT DAIAM PENANGANAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN TERHADAP

PEREMPUAN DAN ANAK

\-


